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Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat
II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (
Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor
9) sebagai Undang - Undang [Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Menimbang a. bahwa ketentuan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor
45 Tahun 2018 tentang Izin Pengelolaan Pasar Rakyat,
Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut
Nomor 88 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2018
tentang Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat
Perbelanjaan, dan Toko Swalayan, perlu dilakukan
perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor
45 Tahun 2018 tentang Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat
Perbelanjaan, dan Toko Swalayan;
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(Lcmborun N garn Rcpublik lndonesru Tnhun IC}(1) Nomor
33, Tnrnbahan Lcmbnrnn Ncgnrn Rcpublik lndonc iu Nomor
3817) sebngairnana telah diubnh dcng In Undung-Undang
Nomor 6 Tohun 2023 tcntang Pcnetnpan P ruturnn
Pcrnerintah Pengganti Undong-Undong Nornor 2 Tohun 2022
tentang Ciptn Kerjo menjodi Undong-Undong [Lcrnbarun
Negara Republik Indonesia Tohun 2023 Nornor 41,
Tambahnn Lembnran Negoro Republik Indone ill Nomor
6856);

4. Undong-Undong Nomor 25 Tohun 2007 tcntang Penunomon
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tarnbahan Lernbaran Ncgara Rcpublik Indonesia
Nomor 4724) sebagaimuna telah dluboh dengon Undong­
Undang Nomor 6 Tahun 2023 ten tang Penetapan Pcrnturun
Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tohun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undong-Undong [Lcmbnrun
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usahn
Mikro, KeciJ dan Menengah (Lembor Negora Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tarnbahan Lemboran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimann telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ten tang Pelayanan
PubJik (Lembar Negara RepubJik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tarnbahan Lernbaran Negoro Republik
Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ten tang
PerJindungan dan PengeJoJaan Lingkungan Hidup [Lernbar
Negara RepubJik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 ten tang Penetapan Peraturan
Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang [l.embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tam bah on Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang
Pernbentukan Peraturan Perundang-Undangan [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tarnbahan Lernbaran NegaraRepublik Indonesia Nomor
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5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tcntang Perubahan Kedua Alas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 len lang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara RepubLik Indonesia Nomor
6801);

9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 ten lang
Perdagangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 45, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambah an Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang [Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 ten tang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 68, Tambah an Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6779);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Kernudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi
dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negam
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
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14. Pcroturon Pcrncrintnh Nomor 5 Tohun 2021 Tent mg
Penyelenggarnan Perizinon Berusnhn Bcrba is Ri iko
[Lembarnn Ncgoro Rcpublik Indonc io Tohun 202 I
Nomor 15, Tambohon Lemboron Ncgnra Rcpublik
Indonesia Nomor 6617);

15. Peraturan Pemerintoh Nomor 29 Tahun 2021 Tcntang
Penyelenggaraan Bidang Perdugangan (Lembarnn Ncgarn
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39);

16.Peraturan Pernerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang
Waralaba [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 188, Tarnbahan Lernbaran Negara Rcpublik
Indonesia Nomor 6986);

17. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu [Lernbarnn
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

18. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negaro
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
ten Lang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1956);

20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Waralaba (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1007);

21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021
ten tang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan
Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
279) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun
2021 tentang Pedoman Pengernbangan, Penataan, dan
Pernbinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
435);

22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12
Tahun 2013 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar
Rakyat dan Penataan Pasar Modem di Provinsi Kalimantan
Selatan (Lernbaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2013 Nomor 12);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun
2012 ten tang Pengelolaan Pasar di Kabupaten Tanah Laut
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(1) Untuk mcmpcroleh izin sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 2 ayat (1I,
setiap orang atau Badan mengajukan permohonan kepada Bupati
melaJui DPMPTSP.

(2) Persyaratan untuk memperoleh JUP2T, JUPP, dan JUTMmeliputi :
a. Persyaratan JUP2T melampirkan dokumen :

1. fotokopi KTP;
2. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;

Pasal4

1. Ketentuan PasaJ 4 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diubah,
sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Beberapa ketentuan daJam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun
2018 tentang Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko
SwaJayan (Benta Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 Nomor 45)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Tanah Laut Nomor 88 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2018 tentang Izin Pengelolaan Pasar
Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko SwaJayan [Berita Daerah Kabupaten
Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 88) diubah sebagai berikut:

Pasal I

PERATURANBUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURANBUPATITANAHLAUTNOMOR 45 TAHUN 2018
TENTANG IZIN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT
PERBELANJAANDANTOKO SWALAYAN.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

[Lernbaran Dnernh Kabupatcn Tanuh Lout Tuhun 2012
Nomor J);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun
2016 tentang Penataan don Pernbinaan Pasar Rakyat, Pusat
Perbelanjoan dan Toko Swoloyon di Kabupatcn Tonoh Lout
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Lout Tahun 2016
Nomor 5);

25. Peraturan Bupati Tunah Lout Nomor 45 Tahun 2018
ten lang Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat
Perbelanjaan, dan Toko Swalayan (Bcnln Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 Nomor 45)
sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dcngan
Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 88 Tahun 2020
tenlang Peru bah an Alas Peraturan Bupati Tanah Laut
Nomor 45 Tahun 2018 lentang Izin Pengelolaan Pasar
Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan (Bento
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 88);
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..

J. fotokopi Sertifikat Kepemilikan Lahan atau Bukti penguasann
lahan;

4. informasi tata ruang:
5. analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang telah disahkan;
6. fotokopi Izin Prinsip Membangun;
7. fotokopi Surat izin Mendirikan Bangunan (1MB)atau Persetujuan

Bangunan Gedung (PBG);
8. program kemitraan yang dilengkapi dengan Memorandom Of

Understanding (MoU) dengan UMKMyang telah disahkan oleh
SKPD terkait yang mernbidangi:

9. fotokopi Rekomendasi UKL/UPLatau Amdal dari Instansi teknis;
10. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi

peraturan perundang-undangan;
11. fotokopi IUPP bagi Pasar Tradisional yang terintegrasi dengan

Pusat Perbelanjaan; dan
12. rekomendasi Kepala Desa/Lurah dan Carnal.

b. Persyaratan untuk memperoleh IUPP dan IUTMselain minimarket
rnelampirkan dokumen:
1. fotokopi KTP;
2. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
J. informasi tata ruang;
4. fotokopi Sertifikat Kepernilikan Laban atau Bukti Penguasaan

Lahan;
5. analisa kondisi sosiaJ ekonomi masyarakat yang telah disahkan;
6. fotokopi Persetujuan Prinsip Membangun;
7. fotokopi Surat izin Mendirikan Bangunan (1MB)atau Persetujuan

Bangunan Gedung (PBG);
8. program kernitraan yang dilengkapi dengan Memorandom Of

Understanding (MoU)dengan UMKMyang telah disahkan oleh
SKPD terkait yang membidangi;

9. fotokopi Rekomendasi UKL/UPLatau Amdal dan Instansi teknis;
10. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi

peraturan perundang-undangan;
11. fotokopi IUPP bagi Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat

Perbelanjaan; dan
12. rekomendasi Kepala Desa/Lurah dan Camat.

c. Persyaratan untuk memperoleh IUTMminimarket melampirkan
dokumen:
1. fotokopi KTP;
2. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
J. informasi tata ruang;
4. anaJisa kondisi sosiaJ ekonomi masyarakat yang telah disahkan

[bagi minimarket yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan);
5. surat Keterangan Sosialisasi pendirian minimarket terhadap

masyarakat disekitar pendirian minimarket (bagi minimarket
yang berdiri sendiri];

6. fotokopi Sertifikat Kepemilikan Lahan atau Bukti Penguasaan
Lahan;
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(1) Persyaratan penentuan jarak pendirian Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan, dan Toko Swalayan harus mempertimbangkan :
a. lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan atau Pasar

Tradisional dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan atau
Pasar Tradisional yang sudah ada sebelumnya;

Pasal8

2. Ketenruan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8
berbunyi sebagai berikut:

7. Iotokopi Persetujuan Prinsip Membangun;
8. Iotokopi Surat izin Mendirikan Bangunan (1MB)atau Persetujuan

Bangunan Gedung (PBG);
9. program kernitraan yang dilengkapi dengan Memorandom Of

Understanding (MoU) dengan UMKMwilayah Tanah Laut yang
telah disahkan oleh SKPD terkait yang membidangi;

10. surat Pemyataan Pengelolaan Lingkungan;
II. folokopi IUPP bagi minimarket yang terintegrasi dengan Pusat

Perbelanjaan; dan
12. rekomendasi Kepala Desa/Lurah dan Carnal.

(3) Pendirian Minimarket sebagairnana dimaksud dalam ayat (2) huruf c
diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya
sesuai dengan lokasi Minimarket dimaksud.

(4) Permohonan sebagairnana dimaksud pada ayat (I) dan dokumen
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian
lidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) DPMPTSP menerbitkan IUP2T, IUPP dan IUTMpaling lama 5 (lima)
han kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan IUP2T,
IUPP dan IUTM secara lengkap dan benar.

(6) Apabila Surat Permintaan IUP2T, IUPP dan IUTM serta dokumen
belum lengkap dan benar, rnaka paling lama 5 (lima) hari kerja
terhirung sejak diterimanya Surat Permohonan IUP2T, IUPP dan
IUTM DPMPTSP wajib mernberitahukan seeara terrulis kepada
perusahaan yang bersangkutan disertai alasannya.

(7) Perusahaan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
wajib melakukan perbaikan paling lama 12 (dua belas) han kerja
sejak diterimanya pernberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(6)dan apabila dalam waktu tersebut perusahaan yang bersangkutan
lidak melakukan perbaikan, maka DPMPTSP menolak permintaan
untuk memperoleh IUP2T, IUPP dan IUTM.

(8) Perusnhaan yang ditolak permohonannya untuk memperoleh IUP2T,
IUPPdan IUTMdapat mengajukan kembali permintaan IUP2T, IUPPdan
IUTMbaru.

(9) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh
pemilik atau penanggungjawab atau pengelola perusahaan.
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(1) DPMPrSP melakukan pencabutan IUP2T, IUPP don IUTM.
(2) Pencabutan IUP2T, IUPP, dan IUTM sebagaimana dimaksud pada

ayat (I' dilakukan apabila Pengelola PasOJ' Trudisional, Pusat
Perbelanjaan, dan Toko Swalayan yang bersangkutan tidak
melakukan kewojibon setelah melampaui bolas waktu pembekuan
eebngairnuna dirnakaud dalom Pasnl 15 oyat (3).

(3) Pengelola Pasar Trndisional, Pusat Perbelanjnnn don Toko Swalayan yang
tclah dicabut IUP2T, IUPP, dan IUTM nya dapat mengajukan

Pasal 16

3. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Posal 16
berbunyi sebagai berikut:

b. ikJim usaha yang sehnt nntara Pusat Perbclanjaan, Toko Swalayan,
dan Pasar Tradisional;

c. aksesibilitas wilayah [arus lalu lintas]:
d. dukunganj ketersediaan infrastruktur; dan
e. perkernbangan pemukiman baru.

(2) Zonasi pendirian Pusat Pcrbelanjoan dan Toko Swalayan ndalah sebagai
berikut:
a. untuk Zonasi I menjadi 42 (empot puluh duo) buah rneliputl

Kecamatan Pelaihari, Kecamatan Bajuin, dan Kecamatan Tombang
Ulang, dengan rincian tambahan :
1. Kecarnatan Pelaihari 9 (sernbilan] buah;
2. Kecamatan Bajuin 2 (duo) buah; dan
3. Kecarnatan Tambang Ulang 2 (dua) buah.

b. untuk Zonasi II menjadi 14 (empat belas] buah rneliputi Kecamatan
Bali-Bali, Kecarnatan Kurau, dan Kecamatan Bumi Makmur, dengan
rincian tarnbahan :
1. Kecarnatan Bali-Bali 5 (lima) buah;
2. Kecarnatan Kurau 1 (satu) buah; dan
3. Kecamatan Bumi Makmur 1 (satu) buah.

c. untuk Zonasi III menjadi 16 (enam belas] buah rneliputi Kecamatan
Takisung, Kecamatan Panyi pa tan , dan Kecamatan Batu Ampar,
dengan rincian tambahan :
1. Kecamatan Takisung 3 [tiga] buah;
2. Kecamatan Panyipatan 2 (duo) buah; dan
3. Kecamatan Batu Ampar 3 [tiga] buah.

d. untuk Zonasi IV menjadi 25 (dua puJuh lima) buah meliputi
Kecamatan Jorong dan Kecamatan Kinlap, dengan rincian
tambahan:
1. Kecamatan Jorong 4 (empat) buah; dan
2. Kecarnatan Kintap 4 (empat) buah.

(3) Jarak lokasi pendirian Toko SwaJayan dengan sistern waralaba dengan
Pasar Rakyat minimal 500 (lima ratus) meter yang diukur pada lintasan
jaJan utama dan lokasi pennohonan sampai dititik batas tengah pasar
rakyat.
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BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024 NOMOR ("'1

Pj. SEKRETARJS DAERAH
KABUPATEN AH UT,

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal ~ ot.hJbtr 2.obf

Ditetapkan di Pclaihnri
pada tnnggnl .l3 o~, 2Ab(

Pernturan Bupati ini mului berlaku pada tnnggal diundangkon.
Agar setinp orang mengetahuinyn, mernerintnhkan pengundungan Pernturan
Bupoti ini dengnn penernpatnnnyn dalnrn Bento Duernh Kobupotcn Tannh Lout.

Pasal ll

permohonnn untuk mernperolch IUP2T, IUPP, don IUTM baru etcl h 1
[sntu] tnhun tcrhitung sejnk tnnggnl pcncnbutan don dipcrlnkuknn
sebagni perusahaan baru.
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